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Abstrak  

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah/ 
Aset Tetap Pada BPKAD Kota Palembang dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan 
pendukung dalam pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah. Data-data dikumpulkan melalui 
observasi, wawancara, Studi Pustaka, dokumentasi, internet searching dan dianalisis secara kualitatif.  
Kajian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan aset tetap di BPKAD Kota Palembang sesuai Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sudah melaksanakan inventarisasi, audit legal, penilaian, 
dan pengawasan dengan baik. Namun, tantangan tetap ada dalam optimalisasi aset dan pemanfaatan 
potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di BPKAD Kabupaten Jeneponto, 
pengelolaan aset terhambat oleh kekurangan keterampilan SDM, kurangnya komitmen pemimpin, dan 
pengawasan lemah. Kepatuhan peraturan, dedikasi pelaksana, dan sistem pengawasan yang efektif 
adalah faktor pendukung. 
Kata Kunci: Pengelolaan Aset Tetap; Barang Milik Daerah 
 

 
Abstract  

This article or writing aims to analyze the implementation of management of Regional Property/Fixed 
Assets at BPKAD Palembang City and what factors are obstacles and supporters in the management of Fixed 
Assets/Regional Property. Data was collected through observation, interviews, literature study, 
documentation, and internet searching and analyzed qualitatively.  This study concludes that the 
management of fixed assets at BPKAD Palembang City under Minister of Home Affairs Regulation Number 
19 of 2016 has carried out inventory, legal audits, assessments, and supervision properly. However, 
challenges remain in optimizing assets and exploiting the potential to increase Regional Original Income 
(PAD). At BPKAD Jeneponto Regency, asset management is hampered by a lack of human resource skills, 
lack of leadership commitment, and weak supervision. Regulatory compliance, dedication of implementers, 
and an effective monitoring system are supporting factors. 
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PENDAHULUAN  
Aset merupakan elemen krusial dalam struktur kekayaan daerah yang memiliki peranan 

penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik (S. Harahap et al., 2023; Martini 
et al., 2023). Aset ini dikategorikan dalam dua jenis utama: aset bergerak dan aset tetap (Noprian 
Dolok Saribu et al., 2023). Aset tetap, khususnya, memainkan peranan yang signifikan dalam 
pengelolaan barang milik daerah karena ia mencakup barang-barang yang memiliki masa manfaat 
lebih dari dua belas tahun dan tidak direncanakan untuk dijual dalam kegiatan operasional sehari-
hari (M. R. P. Nasution et al., 2020; R. Saragih, 2017). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), terdapat 
pedoman yang jelas dan rinci mengenai cara pengelolaan dan pelaporan aset daerah, yang 
bertujuan untuk memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel (A. P. P. Harahap et al., 
2022; E. E. Saragih et al., 2019). 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang 
Milik Daerah adalah semua barang yang diperoleh atau dibeli dengan menggunakan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau melalui cara lain yang sah (Silalahi et al., 2021; 
Zakwani et al., 2020). Barang tersebut harus dapat dinilai, dihitung, diperkirakan, diukur, dan 
dihargai, kecuali uang tunai dan perlindungan. Dalam praktiknya, pengelolaan BMD memerlukan 
pemahaman yang mendalam mengenai klasifikasi aset dan cara pencatatannya dalam laporan 
keuangan (S. Harahap et al., 2023). 

Dalam laporan keuangan pemerintah daerah, pengklasifikasian BMD dibagi menjadi 
beberapa kategori berdasarkan fungsi dan masa manfaatnya (Poedjianto et al., 2019). BMD 
dikategorikan sebagai sumber daya saat ini jika diperlukan untuk digunakan atau tersedia untuk 
dibeli dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pengungkapan. Sebaliknya, BMD yang memiliki masa 
manfaat lebih dari 12 tahun dan tidak direncanakan untuk dijual dalam kegiatan umum, 
dikelompokkan sebagai sumber daya tetap (Poedjianto et al., 2019; Syafira et al., 2021). Kategori 
ini mencakup berbagai jenis aset seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, 
irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi yang sedang berlangsung (Noprian Dolok 
Saribu et al., 2023). 

Pengelolaan aset tetap yang efektif dan efisien sangat penting untuk memastikan bahwa 
barang milik daerah digunakan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi 
masyarakat (Mashudin et al., 2022). Hal ini mencakup proses-proses seperti perolehan, 
pemeliharaan, penggunaan, dan pelaporan aset. Namun, pengelolaan BMD sering kali menghadapi 
berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya (Dasopang et al., 2023; Yusuf et al., 
2023). Di Pemerintah Kota Palembang, misalnya, sejumlah kendala dalam penatausahaan barang 
milik daerah masih menjadi masalah utama. Kendala-kendala ini meliputi kurangnya transparansi 
dalam pelaporan, masalah dalam pengklasifikasian aset, dan kekurangan sistem yang memadai 
untuk memantau dan mengelola aset tetap. 

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah sangat penting karena 
perolehan aset yang dibebankan pada anggaran APBD setiap tahunnya harus 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
(Hakim & Pakam, 2014; Nababan et al., 2018). Laporan keuangan yang akurat dan komprehensif 
mencerminkan posisi keuangan pemerintah daerah dan memberikan gambaran tentang 
penggunaan dan pengelolaan aset (Husnifal et al., 2023). Laporan akuntansi, sebagai salah satu 
komponen laporan keuangan, memberikan informasi tentang posisi terkait sumber daya, 
kewajiban, dan kekayaan pada waktu tertentu (I. R. Nasution & Sartini, 2020; Wartini et al., 2020). 
Dengan demikian, laporan akuntansi berfungsi sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi 
pengelolaan aset serta memastikan bahwa aset tersebut digunakan sesuai dengan rencana dan 
kebijakan yang telah ditetapkan (Marnisah et al., 2022). 

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas dalam pengelolaan 
aset, Pemerintah Kota Palembang berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan barang 
milik daerah. Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemerintah Kota 
Palembang telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki pengelolaan aset tetap sesuai 
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dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (PBMD). Peraturan ini mengatur tentang mekanisme 
pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan aset daerah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas dalam pengelolaan aset. 

Meski sudah ada peraturan yang mengatur, pengelolaan aset daerah di Pemerintah Kota 
Palembang masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa masalah yang sering muncul 
termasuk adanya kekurangan dalam sistem informasi pengelolaan aset, ketidaktepatan dalam 
pencatatan dan pelaporan, serta kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola 
aset tetap. Masalah-masalah ini menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan aset dan berpotensi 
mengurangi manfaat yang dapat diperoleh dari barang milik daerah. 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap pelaksanaan 
pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) atau aset tetap pada BPKAD Kota Palembang. Penelitian 
ini akan mengevaluasi bagaimana pengelolaan aset dilakukan, serta mengidentifikasi faktor-faktor 
yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pengelolaan aset tetap.  

 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis pengelolaan Barang Milik 
Daerah (BMD) atau aset tetap di BPKAD Kota Palembang. Sumber data terdiri dari data primer dan 
sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi 
dokumentasi. Enam informan yang dipilih secara purposive sampling terlibat dalam penelitian ini. 

Alat yang digunakan meliputi kuesioner, panduan wawancara, dan instrumen observasi. 
Penelitian ini menggunakan desain studi kasus tanpa eksperimen tradisional, dengan fokus pada 
analisis mendalam tentang pengelolaan aset tetap. Teknik pengumpulan data termasuk observasi 
proses pengelolaan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen terkait. 

Data dianalisis menggunakan model analisis data interaktif, yang mencakup penyajian data, 
reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini tidak melibatkan model statistik, 
melainkan berfokus pada pemahaman kualitatif. Metode ini sesuai untuk mencapai tujuan 
penelitian, yaitu memahami pengelolaan aset tetap dan mengidentifikasi kendala serta faktor 
pendukung dalam proses tersebut. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 
Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah  

Pengelolaan aset tetap di BPKAD Kota Palembang merupakan aspek penting dalam 
administrasi publik yang memerlukan perhatian dan strategi yang cermat untuk memastikan 
efektivitas dan efisiensi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, berbagai proses dan prosedur telah 
diterapkan untuk memastikan bahwa aset tetap dikelola dengan baik. Berikut ini adalah 
pembahasan mendalam mengenai pengelolaan aset tetap di BPKAD Kota Palembang, termasuk 
inventarisasi, audit legal, penilaian, optimalisasi, dan pengawasan serta pengendalian. 

Proses inventarisasi aset di BPKAD Kota Palembang merupakan langkah awal yang sangat 
penting dalam pengelolaan aset tetap. Inventarisasi dilakukan melalui dua mekanisme utama: 
pencatatan di Kartu Inventarisasi Barang (KIB) dan pencatatan dalam Sistem Informasi 
Manajemen Daerah (SIMDA). KIB digunakan untuk mencatat data dasar setiap aset, seperti jenis, 
lokasi, dan kondisi, sedangkan SIMDA adalah platform digital yang memungkinkan pemantauan 
dan pengelolaan aset secara real-time.  

Proses ini melibatkan pencatatan yang terorganisir dari awal hingga akhir. Pengorganisasian 
data aset tanah, misalnya, dimulai dari pengumpulan data di tingkat klien hingga ke direktur 
sumber daya, memastikan bahwa semua informasi dicatat dengan akurat. Selanjutnya, siklus 
perolehan aset bergantung pada usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dituangkan 
dalam dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kegiatan 
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Anggaran (RKA). Setiap pengadaan harus melalui aplikasi e-pembelian, yang mendukung 
transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembelian aset. 

Kodifikasi aset merupakan langkah penting dalam inventarisasi yang dilakukan untuk 
mengelompokkan aset ke dalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Kategori-kategori ini meliputi KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB 
E, KIB F, dan KIR. Kodifikasi ini bertujuan untuk mempermudah pencatatan, pengelolaan, dan 
pengawasan aset, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi risiko kehilangan 
atau penyalahgunaan aset. 

Audit legal adalah komponen penting dalam memastikan bahwa pengelolaan aset tetap 
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di BPKAD Kota Palembang, audit legal dilakukan untuk 
menilai kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pedoman ini menetapkan tanggung jawab dan 
wewenang pengelolaan aset, dari tahap perencanaan hingga pengawasan. 

Audit ini melibatkan verifikasi bahwa pejabat eksekutif, ketua properti daerah, serta pihak-
pihak terkait lainnya telah menjalankan tugas mereka sesuai dengan pedoman. Proses ini juga 
memastikan bahwa semua keputusan terkait pengelolaan aset, mulai dari perolehan hingga 
pengelolaan, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam audit ini, penting untuk 
memeriksa bukti-bukti kepemilikan dan penguasaan aset untuk menghindari masalah terkait 
status penguasaan, terutama dalam hal aset tanah. 

Kerangka kerja dan legitimasi tanggung jawab merupakan aspek penting dalam audit ini. 
Pengakuan kepemilikan dan penguasaan aset harus didukung dengan bukti-bukti yang sah dan 
jelas, untuk memastikan bahwa semua tindakan dalam pengelolaan aset memenuhi standar 
hukum dan administratif yang berlaku. Audit legal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua 
kegiatan pengelolaan aset dilakukan dengan mematuhi ketentuan yang berlaku dan untuk 
mengidentifikasi serta mengatasi masalah yang mungkin timbul. 

Penilaian aset adalah proses yang sangat penting untuk menentukan nilai standar dari aset 
tetap. Di BPKAD Kota Palembang, penilaian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh nilai yang 
akurat dan relevan dari aset. Proses penilaian ini melibatkan evaluasi mendalam terhadap 
berbagai aspek aset, seperti luas, jenis, merek, dan kondisi. 

Penilaian aset dilakukan secara berkala dan melibatkan kerjasama antara BPKAD, KPKNL 
Kota Palembang, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Wilayah Sumatera Selatan. 
Penilaian dilakukan setiap triwulan untuk memastikan data yang akurat mengenai nilai aset. Tim 
penilai menggunakan berbagai metode evaluasi untuk memastikan estimasi nilai yang tepat dan 
relevan. Data yang diperoleh dari penilaian ini sangat penting untuk laporan keuangan daerah, 
perencanaan, dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset. 

Penilaian aset tidak hanya penting untuk laporan keuangan, tetapi juga untuk perencanaan 
strategis dan pengambilan keputusan. Data yang akurat mengenai nilai aset membantu BPKAD 
dalam membuat keputusan yang lebih baik mengenai pengelolaan dan pemanfaatan aset, serta 
dalam menyusun laporan yang menggambarkan keadaan aset secara tepat. 

Optimalisasi aset bertujuan untuk memaksimalkan potensi fisik, nilai, dan volume aset yang 
dimiliki. Di BPKAD Kota Palembang, proses optimalisasi belum sepenuhnya maksimal. Saat ini, 
aset hanya digunakan untuk pengadaan dan pemanfaatan dasar tanpa memanfaatkan potensi yang 
ada secara optimal. Optimalisasi aset melibatkan penggunaan aset yang lebih efektif untuk 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi pemborosan. 

Untuk mencapai optimalisasi, penting untuk membedakan antara aset yang memiliki potensi 
dan yang tidak. Sumber daya yang potensial harus dimanfaatkan secara maksimal untuk 
meningkatkan nilai dan kontribusi terhadap PAD. Pengelolaan aset yang efisien akan membantu 
meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pembangunan ekonomi lokal. 

Optimalisasi juga melibatkan penilaian berkelanjutan terhadap potensi aset dan 
pengembangan strategi untuk memanfaatkannya secara efektif. Dengan melakukan hal ini, BPKAD 
dapat memastikan bahwa semua aset yang dimiliki tidak hanya diklaim tetapi juga digunakan 
untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi daerah. 
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Pengawasan dan pengendalian merupakan aspek kritis dalam pengelolaan aset untuk 
mencegah penyalahgunaan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Di BPKAD Kota 
Palembang, pengawasan dilakukan oleh unit kerja dan pejabat terkait untuk memastikan bahwa 
semua program kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan ini 
melibatkan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan aset dilakukan 
dengan baik. 

BPKAD Kota Palembang telah melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan 
pedoman yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari adanya peraturan kepala daerah yang mengatur 
tata cara pengelolaan dan pengendalian aset. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa 
semua kegiatan pengelolaan aset dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta untuk 
mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul. 

Pengelolaan aset tetap di BPKAD Kota Palembang telah mengikuti pedoman Permendagri 
No. 19 Tahun 2016 dengan baik dalam hal inventarisasi, penilaian, optimalisasi, dan pengawasan. 
Namun, terdapat beberapa tantangan dalam hal pemanfaatan aset yang perlu diperbaiki. 
Meskipun pengelolaan dan pengendalian telah dilakukan dengan baik, optimalisasi penggunaan 
aset masih terbatas. Peningkatan dalam hal pemanfaatan aset akan membantu mencapai tujuan 
pengelolaan aset yang lebih efektif dan mendukung peningkatan pendapatan daerah. Pengawasan 
dan pengendalian yang ketat, bersama dengan strategi optimalisasi yang efektif, akan memastikan 
bahwa pengelolaan aset tetap dapat memberikan manfaat maksimal bagi Kota Palembang. 
 
Faktor penghambat dan pendukung Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah 

Pengelolaan aset tetap merupakan aspek penting dalam administrasi pemerintahan yang 
mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya negara. Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 memberikan pedoman yang jelas tentang pengelolaan 
Barang Milik Daerah (BMD), termasuk aspek inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan 
pengawasan aset. Meskipun pedoman ini dirancang untuk meningkatkan pengelolaan aset, dalam 
praktiknya, terdapat berbagai faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi 
keberhasilan pelaksanaannya. Artikel ini akan membahas faktor-faktor tersebut secara mendalam. 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penghambat utama dalam 
pengelolaan aset tetap di BPKAD Kabupaten Jeneponto. Keterbatasan dalam SDM dapat secara 
signifikan mempengaruhi efektivitas pengelolaan aset. Beberapa isu terkait SDM yang berdampak 
pada pengelolaan aset antara lain adalah kurangnya keterampilan dan pengetahuan serta rotasi 
pegawai yang tinggi. Banyak pegawai yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang 
peraturan dan prosedur pengelolaan aset, yang mengakibatkan kesalahan dalam proses 
inventarisasi, penilaian, dan pemeliharaan aset. Selain itu, kurangnya pelatihan yang 
berkelanjutan turut berkontribusi pada ketidakmampuan pegawai dalam mengikuti 
perkembangan terbaru dalam peraturan dan teknologi yang berkaitan dengan pengelolaan aset.  

Selain masalah keterampilan, rotasi pegawai yang tinggi juga menjadi kendala signifikan. 
Pergantian pegawai yang sering mengganggu konsistensi dan kelancaran proses pengelolaan aset. 
Pegawai baru memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan sistem dan prosedur yang ada, yang 
dapat mengakibatkan keterlambatan dan ketidakteraturan dalam pengelolaan aset. Rotasi 
pegawai yang sering juga berdampak pada kontinuitas dalam pengelolaan dan pemeliharaan aset, 
sehingga menghambat efektivitas keseluruhan dari pengelolaan aset di BPKAD Kabupaten 
Jeneponto. 

Komitmen dari pemimpin memiliki peranan krusial dalam pengelolaan aset tetap, dan tanpa 
dukungan penuh dari pimpinan, pelaksanaan kebijakan serta prosedur pengelolaan aset tidak 
dapat berjalan dengan optimal. Masalah terkait komitmen pemimpin dapat terlihat dalam 
beberapa aspek penting. Pertama, kurangnya dukungan dan arahan dari pimpinan dapat menjadi 
kendala signifikan. Pemimpin perlu memberikan arahan yang jelas mengenai kebijakan 
pengelolaan aset untuk memastikan pegawai memiliki motivasi dan panduan yang tepat dalam 
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melaksanakan tugas mereka. Dukungan ini mencakup penyediaan sumber daya yang memadai, 
pengawasan yang ketat, serta penerapan kebijakan yang konsisten agar pegawai dapat 
melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa dukungan yang memadai, pegawai mungkin tidak 
memiliki motivasi yang cukup untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. 

Kedua, konsistensi dalam kepemimpinan juga menjadi faktor penting. Perubahan pimpinan 
yang sering dapat menyebabkan perubahan dalam kebijakan atau fokus yang diambil, yang pada 
gilirannya dapat mengganggu keberlanjutan pengelolaan aset. Ketidakstabilan dalam 
kepemimpinan dapat menyebabkan pergeseran prioritas dan kebijakan yang mempengaruhi 
efektivitas pengelolaan aset secara keseluruhan. Selain itu, kurangnya pengawasan dan 
akuntabilitas dari pimpinan dalam mengelola aset dapat menambah masalah, menyebabkan 
pengelolaan yang kurang efektif dan tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Oleh karena 
itu, konsistensi kepemimpinan dan dukungan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk 
mencapai pengelolaan aset yang efektif dan efisien. 

Pengawasan yang tidak memadai dapat menjadi faktor penghambat utama dalam 
pengelolaan aset. Tanpa pengawasan yang ketat, risiko penyalahgunaan atau kesalahan dalam 
pengelolaan aset meningkat, dan kurangnya akuntabilitas dalam proses tersebut menjadi lebih 
mungkin terjadi. Beberapa masalah terkait pengawasan yang buruk dapat disebabkan oleh 
kurangnya sistem pengawasan yang efektif dan tidak adanya tindakan korektif.  

Sistem pengawasan yang lemah dapat mengakibatkan pengelolaan aset yang tidak sesuai 
dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. Kurangnya audit internal dan eksternal yang 
memadai menyebabkan ketidakpatuhan dan ketidakteraturan dalam pengelolaan aset, sehingga 
masalah sering kali dibiarkan tanpa penanganan yang tepat. Selain itu, jika terdapat masalah atau 
kesalahan dalam pengelolaan aset, tidak adanya tindakan korektif yang cepat dan tepat dapat 
memperburuk kondisi tersebut. Tindakan korektif yang tidak memadai mengakibatkan masalah 
berlarut-larut yang mempengaruhi kualitas pengelolaan aset secara keseluruhan, sehingga 
menambah tantangan dalam memastikan pengelolaan aset yang efektif dan sesuai dengan 
ketentuan. 

Kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 merupakan 
faktor pendukung utama dalam pengelolaan aset. Peraturan ini menyediakan pedoman yang jelas 
mengenai berbagai aspek pengelolaan aset, termasuk inventarisasi, penilaian, pemanfaatan, dan 
pengawasan. Dengan mematuhi peraturan ini, pengelolaan aset dapat dilakukan dengan cara yang 
benar dan konsisten.  

Beberapa aspek kepatuhan yang mendukung pengelolaan aset meliputi penerapan standar 
yang jelas dan pengawasan serta evaluasi yang berkelanjutan. Peraturan tersebut memberikan 
standar yang jelas untuk proses pengelolaan aset, memastikan bahwa semua prosedur 
dilaksanakan dengan konsisten dan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini juga mencakup 
penggunaan sistem informasi yang tepat dan pemantauan berkala untuk memastikan semua 
proses berjalan sesuai dengan aturan. Selain itu, kepatuhan terhadap peraturan mencakup 
pengawasan dan evaluasi yang efektif. Pengawasan yang baik membantu mendeteksi dan 
mengatasi masalah dalam pengelolaan aset sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu 
yang lebih besar. Evaluasi rutin juga berperan penting dalam meningkatkan proses dan prosedur 
pengelolaan aset, memastikan bahwa sistem yang ada tetap efektif dan efisien. 

Mentalitas pelaksana yang baik merupakan faktor pendukung penting dalam pengelolaan 
aset. Pelaksana yang menunjukkan dedikasi, profesionalisme, dan komitmen tinggi dalam 
menjalankan tugas mereka cenderung lebih berhasil dalam mengelola aset dengan baik. Dedikasi 
dan profesionalisme adalah aspek krusial dalam hal ini. Pelaksana yang berdedikasi dan 
profesional akan melaksanakan tugas mereka dengan cermat dan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku, memperhatikan kualitas dan akurasi dalam pengelolaan aset. Kepedulian terhadap detail 
ini memastikan bahwa semua proses dilakukan dengan benar dan sesuai standar yang ditetapkan. 

Selain itu, kemampuan beradaptasi juga memainkan peran penting dalam mendukung 
efektivitas pengelolaan aset. Pelaksana yang mampu beradaptasi dengan perubahan peraturan 
dan prosedur dapat mengatasi berbagai situasi yang berubah dan memastikan bahwa pengelolaan 
aset tetap sesuai dengan pedoman terbaru. Fleksibilitas ini memungkinkan pelaksana untuk 
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menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan dan prosedur yang diterapkan, sehingga 
pengelolaan aset tetap efektif dan efisien. 

Sistem pengawasan yang efektif merupakan faktor pendukung penting dalam pengelolaan 
aset, karena pengawasan yang baik membantu memastikan bahwa proses pengelolaan aset 
dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Salah satu aspek krusial dari sistem 
pengawasan adalah pelaksanaan audit internal dan eksternal yang rutin. Audit ini memainkan 
peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta dalam mengidentifikasi 
dan menangani masalah dalam pengelolaan aset. Audit yang efektif memungkinkan deteksi dini 
atas masalah dan penyelesaiannya sebelum berkembang menjadi isu yang lebih besar. 

Selain itu, tindakan korektif yang cepat dan tepat terhadap masalah dalam pengelolaan aset 
juga mendukung efektivitas sistem pengawasan. Tindakan korektif ini penting untuk memperbaiki 
masalah yang teridentifikasi dan mencegah masalah tersebut berlarut-larut. Dengan adanya 
tindakan korektif yang memadai, proses pengelolaan aset dapat terus dilakukan dengan cara yang 
benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, memastikan bahwa semua aspek pengelolaan 
tetap berjalan dengan baik. 

Pengelolaan aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
di BPKAD Kabupaten Jeneponto menghadapi berbagai tantangan dan dukungan. Faktor-faktor 
penghambat seperti kekurangan keterampilan SDM, kurangnya komitmen pemimpin, dan 
pengawasan yang tidak memadai perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan. Di sisi 
lain, kepatuhan terhadap peraturan, mentalitas pelaksana yang baik, dan sistem pengawasan yang 
efektif berfungsi sebagai faktor pendukung utama yang dapat memperbaiki pengelolaan aset. 

Untuk meningkatkan pengelolaan aset tetap, langkah-langkah strategis yang dapat diambil 
meliputi peningkatan pelatihan bagi pegawai, peningkatan dukungan dari pemimpin, dan 
memastikan kepatuhan yang ketat terhadap peraturan yang berlaku. Dengan mengatasi faktor 
penghambat dan memanfaatkan faktor pendukung, pengelolaan aset dapat dilakukan dengan 
lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Ini akan mendukung pencapaian tujuan administratif dan 
pengembangan daerah secara keseluruhan, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan aset tetap di Kabupaten Jeneponto. 

 
SIMPULAN  

Hasil penelitian menunjukan pengelolaan aset tetap di BPKAD Kota Palembang berdasarkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menunjukkan bahwa meskipun proses 
seperti inventarisasi, audit legal, penilaian, dan pengawasan telah diimplementasikan dengan baik, 
terdapat tantangan dalam optimalisasi aset. Inventarisasi menggunakan Kartu Inventarisasi 
Barang (KIB) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) memastikan pencatatan akurat. 
Audit legal memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan, sedangkan penilaian aset yang rutin 
mendukung keputusan strategis. Namun, optimalisasi penggunaan aset masih terbatas, dan 
pemanfaatan potensi aset belum maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Pengawasan yang ketat dan strategi optimalisasi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan 
manfaat aset dan mendukung perkembangan ekonomi Kota Palembang. 

Pengelolaan aset tetap di BPKAD Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, mengalami tantangan seperti kekurangan keterampilan 
SDM, kurangnya komitmen pemimpin, dan pengawasan yang lemah. Masalah ini dapat 
menghambat efektivitas pengelolaan aset. Sebaliknya, kepatuhan terhadap peraturan, dedikasi 
pelaksana, dan sistem pengawasan yang efektif mendukung pengelolaan yang baik. Untuk 
memperbaiki pengelolaan aset, penting meningkatkan pelatihan pegawai, mendukung 
kepemimpinan yang konsisten, dan memastikan kepatuhan yang ketat terhadap peraturan. 
Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan aset di Kabupaten Jeneponto dapat menjadi lebih efisien 
dan akuntabel. 
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